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PUTUSAN
Nomor 12/Pdt.G/2022/PN PdlI.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pandeglang yang memeriksa dan memutus perkara
perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam

perkara gugatan antara:

RIZKA NURVIANA, bertempat tinggal di Villa Mutiara Jl. Intan Il Blok
CC/25 Rt.005/Rw.001 Kel. Sawah Baru, Kelurahan
Sawah Baru, Kecamatan Ciputat, Kota Tangerang
Selatan, Banten, selanjutnya disebut Penggugat;
Penggugat memberi kuasa kepada FAISAL NIKMATULLAH, S.H.; M.
SYARIF HIDAYAT, S.H.; dan MAMAN, S.H. Kesemuanya Adalah
Advokat/Pengacara/Konsultan Hukum yang tergabung pada Law Office
Faisal Nikmatullah, S.H. & Partners (Advocate & Legal Consultante)
yang berkedudukan di Perum Warnasari RT/RW 003/005, Kel.Warnasari
Kec. Citangkil, Kota Cilegon, Prov. Banten. berdasarkan Surat Kuasa
Khusus tanggal 25 Juli 2022 serta telah didaftarkan di Kepaniteraan
Pengadilan Negeri Pandeglang dengan Nomor: 73/SK/PDT/2022/P.N.PDL,
tertanggal 16 Agustus 2022;

Lawan:

ASTRI HERMAYANTI, bertempat tinggal di Kp. Karya Jadi Rt.002/Rw.
001 Desa Bama, Pagelaran, Kabupaten Pandeglang,
Banten, sebagai Tergugat;

BANK CENTRAL ASIA (BCA), tempat kedudukan Menara Bca, Jl. Mh
Thamrin 1 Grand Indonesia, Jakarta. Kel. Menteng,
Kelurahan Menteng, Menteng, Kota Jakarta Pusat, Dki

Jakarta, sebagai Turut Tergugat I;

BANK MANDIRI, tempat kedudukan JI. Jenderal Gatot Subroto Kav 36-
38 Jakarta 12190 Indonesia, Kel. Senayan, Kebayoran
Baru, Kota Jakarta Selatan, Dki Jakarta, sebagai

Turut Tergugat Il;
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Tergugat, Turut Tergugat | dan Turut Tergugat Il secara bersama-

sama selanjutnya disebut sebagai Para Tergugat;

Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 26 Juli
2022 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri
Pandeglang pada tanggal 26 Juli 2022 dalam Register Nomor 12/Pdt.G/2022/PN
Pdl, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:
DALAM POSITA
DASAR DAN ALASAN SERTA PERTIMBANGAN DAN KEPENTINGAN
HUKUM PENGGUGAT
1. Bahwa penggugat adalah warga negara indonesia yang berhak
mendapatkan perlindungan hukum dari negara republik indonesia oleh
karena tindakan tergugat yang telah melakukan perbuatan melawan hukum

dan mengakibatkan kerugian terhadap penggugat;

2. Bahwa pada mulanya, penggugat diajak oleh tergugat. Dalam ajakannya
itu, tergugat mengajak penggugat untuk menjadi investor dalam bisnis yang
dijalankan oleh tergugat dengan imbalan keuntungan sebesar 10% dari
modal yang diinvestasikan. Keuntungan sebesar 10% tersebut
sebagaimana yang diperjanjikan tergugat akan dibayarkan tergugat setiap

bulannya kepada penggugat;

3. Bahwa penggugat sebagai investor telah mengirimkan sejumlah uang
terhadap rekening milik tergugat melalui transfer ke beberapa nomor

rekening milik tergugat dengan rincian sebagai berikut:

a. Transfer Melalui Aplikasi BriMo terhadap rekening Bank Mandiri milik
tergugat dengan nomor rekening 1820000207886 sebesar Rp.
208.880.000 (Dua Ratus Delapan Juta Delapan Ratus Delapan Puluh
Ribu Rupiah) (Bukti P-1)

b. Transfer Melalui Aplikasi Flip terhadap rekening Bank Mandiri milik
tergugat dengan nomor rekening 1820000207886 dan rekening Bank
BCA milik tergugat dengan nomor rekening 4930528728 sebesar Rp.
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531.312.382 (Lima Ratus Tiga Puluh Satu Juta Tiga Ratus Dua Belas
Ribu Tiga Ratus Delapan Puluh Dua Rupiah) (Bukti P-2)

c. Transfer Melalui Aplikasi BCA Mobile terhadap rekening Bank BCA milik
tergugat dengan nomor rekening 4930528728 sebesar Rp.
1.323.200.000 (Satu Milyar Tiga Ratus Dua Puluh Tiga Juta Dua Ratus
Ribu Rupiah) (Bukti P-3)

d. Transfer Melalui Aplikasi Livin’ by Mandiri terhadap rekening Bank
Mandiri milik tergugat dengan nomor rekening 1820000207886 sebesar
Rp. 3.761.434.000 (Tiga Milyar Tujuh Ratus Enam Puluh Satu Juta
Empat Ratus Tiga Puluh Empat Ribu Rupiah) (Bukti P-4)

e. Transfer Melalui Internet Banking pada situs web ibank.klikbca.com pada
tanggal 7 November 2021 terhadap rekening Bank BCA milik tergugat
dengan nomor rekening 4930528728 sebesar Rp. 300.000.000 (Tiga
Ratus Juta Rupiah) (Bukti P-5)

f. Transfer manual melalui Bank BCA pada tanggal 26 November 2021
terhadap rekening Bank Mandiri milik tergugat dengan nomor rekening
1820000207886 sebesar Rp. 100.000.000 (Seratus Juta Rupiah) (Bukti
P-6)

g. Pemindah bukuan manual dari rekening BCA milik penggugat kepada
rekening BCA milik tergugat melalui Bank BCA pada tanggal 26
November 2021 dengan nomor rekening 4930528728 sebesar Rp.
200.000.000 (Dua Ratus Juta Rupiah) (Bukti P-7)

4. Bahwa total keseluruhan yang telah penggugat kirimkan kepada tergugat
sebesar Rp. 6.424.826.382 (Enam Milyar Empat Ratus Dua Puluh Empat
Juta Delapan Ratus Dua Puluh Enam Ribu Tiga Ratus Delapan Puluh Dua
Rupiah) dan uang tersebut telah diterima oleh tergugat. (Untuk Selanjutnya
Disebut Sebagai Objek Sengketa);

5. Bahwa tergugat melakukan transaksi keuangan melalui rekening milik
pribadi tergugat dengan mengunakan jasa perbankan yang dijalankan oleh

para turut tergugat diantaranya sebagai berikut:
a. Bank Central Asia (BCA)

Nomor Rekening  : 4930528728

Atas nama : ASTRI HERMAYANTI

b. Bank Mandiri
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Nomor Rekening  : 1820000207886
Atas nama : ASTRI HERMAYANTI

6. Bahwa selama penggugat menjadi investor tergugat, Penggugat telah
menerima sebagian kecil keuntungan dari tergugat. Keuntungan yang
penggugat terima tersebut merupakan kewajiban tergugat terhadap
penggugat, akan tetapi tidak sesuai dengan perjanjian awal yang disepakati

bersama oleh penggugat dan tergugat;

7. Bahwa uang yang telah penggugat kirimkan kepada tergugat tersebut
berjumlah sebesar Rp. 6.424.826.382 (Enam Milyar Empat Ratus Dua
Puluh Empat Juta Delapan Ratus Dua Puluh Enam Ribu Tiga Ratus
Delapan Puluh Dua Rupiah) terdiri dari sebagian milik penggugat dan
sebagian besar lain milik pihak lain yang penggugat dapatkan dari rekan

pengusaha yang penggugat kenal diantaranya sebagai berikut:

a. Sejumlah uang milik penggugat sebesar Rp. 1.004.826.382 (Satu Milyar
Empat Juta Delapan Ratus Dua Puluh Enam Ribu Tiga Ratus Delapan
Puluh Dua Rupiah)

b. Sejumlah uang Milik Ika Fiskawati sebesar Rp. 30.000.000,- (Tiga puluh
juta Rupiah).

c. Sejumlah uang Milik Fauzah sebesar Rp. 30.000.000,- (Tiga puluh juta
Rupiah).

d. Sejumlah uang Milik Yati sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta
rupiah).

e. Sejumlah uang Milik Maslani sebesar Rp. 1.100.000.000,- (Satu Milyar
Seratus Juta Rupiah).

f. Sejumlah uang Milik Mila sebesar Rp. 80.000.000,- (Delapan puluh juta
Rupiah).

g. Sejumlah uang Milik Eva sebesar Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh
juta Rupiah).

h. Sejumlah uang Milik lka Feronika sebesar Rp. 73.000.000,- (tujuh puluh
Tiga juta Rupiah).

i. Sejumlah uang Milik Adam sebesar Rp. 500.000.000,- (Lima Ratus Juta
Rupiah)

j- Sejumlah uang Milik Novan sebesar Rp. 20.000.000,- (Dua puluh juta
Rupiah)
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k. Sejumlah uang Milik Manager sebesar Rp. 120.000.000,- (seratus Dua
puluh juta Rupiah)

I. Sejumlah uang Milik Rivai Muchlis sebesar Rp. 750.000.000,- (Tujuh

Ratus lima puluh juta Rupiah).

m.Sejumlah uang Milik Anindya lestari sebesar Rp. 2.000.000.000,- (dua

milyar rupiah).

n. Sejumlah uang Milik Aizen sebesar Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh
juta rupiah).

0. Sejumlah uang Milik Om Pria sebesar Rp. 350.000.000,- (Tiga ratus lima
puluh juta Rupiah).

8. Bahwa berdasarkan surat pernyataan perjanjian yang dibuat oleh
penggugat dan tergugat bahwa tergugat telah mengakui dan menyatakan
siap bertanggung jawab untuk mengembalikan uang yang telah diterimanya

dari penggugat dengan rincian sebagai berikut: (Bukti P-8)

a. Sejumlah uang Milik lka Fiskawati sebesar Rp. 30.000.000,- (Tiga puluh
juta Rupiah) yang ditranfer ke rekening milik tergugat pada waktu tanggal

sebagai berikut:

Tanggal 7/1/21 sebesar Rp. 10.000.000,-
Tanggal 17/3/21 sebesar Rp. 10.000.000,-
Tanggal 25/4/21 sebesar Rp. 10.000.000,-

b. Sejumlah uang Milik Fauzah sebesar Rp. 30.000.000,- (Tiga puluh juta
Rupiah) yang ditranfer ke rekening milik tergugat pada waktu tanggal

sebagai berikut :

Tanggal 22/1/21 sebesar Rp. 10.000.000,-
Tanggal 26/1/21 sebesar Rp. 5.000.000,-
Tanggal 4/2/21 sebesar Rp. 5.000.000,-
Tanggal 27/3/21 sebesar Rp. 10.000.000,-

c. Sejumlah uang Milik Yati sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta
rupiah) yang ditranfer ke rekening milik tergugat pada waktu tanggal

sebagai berikut :

Tanggal : 17/9/21 sebesar Rp. 30.000.000,-
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d. Sejumlah uang Milik Maslani sebesar Rp. 1.100.000.000,- (Satu Milyar
Seratus Juta Rupiah) yang ditranfer ke rekening milik tergugat pada

waktu tanggal sebagai berikut :

Tanggal : 18/1/21 sebesar Rp. 50.000.000,-
Tanggal 16/2/21 sebesar Rp. 350.000.000,-
Tanggal 2/8/21 sebesar Rp. 50.000.000,-
Tanggal 20/8/21 sebesar Rp. 100.000.000,-
Tanggal 13/9/21 sebesar Rp. 50.000.000,-
Tanggal 20/10/21 sebesar Rp. 500.000.000,-

e. Sejumlah uang Milik Mila sebesar Rp. 80.000.000,- (Delapan puluh juta
Rupiah) yang ditranfer ke rekening milik tergugat pada waktu tanggal

sebagai berikut :

Tanggal 7/6/21 sebesar Rp. 5.000.000,-
Tanggal 1/7/21 sebesar Rp. 45.000.000,-
Tanggal 10/8/21 sebesar Rp. 20.000.000,-
Tanggal 11/12/21 sebesar Rp. 10.000.000,-

f. Sejumlah uang Milik Eva sebesar Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh
juta Rupiah) yang ditranfer ke rekening milik tergugat pada waktu tanggal

sebagai berikut :
Tanggal 2/9/21 sebesar Rp. 50.000.000,-
Tanggal 13/9/21 sebesar Rp. 100.000.000,-

g. Sejumlah uang Milik lka Feronika sebesar Rp. 73.000.000,- (tujuh puluh
Tiga juta Rupiah) yang ditranfer ke rekening milik tergugat pada waktu

tanggal sebagai berikut :

Tanggal : 24/7/21 sebesar Rp. 30.000.000,-
Tanggal 26/Agst/21 sebesar Rp. 7.000.000,-
Tanggal 26/10/21 sebesar Rp. 18.000.000,-
Tanggal 10/12/21 sebesar Rp. 12.000.000,-

h. Sejumlah uang Milik Adam sebesar Rp. 500.000.000,- (Lima Ratus Juta
Rupiah) yang ditranfer ke rekening milik tergugat pada waktu tanggal
sebagai berikut :

Tanggal : 20/12/21 sebesar Rp. 165.000.000,-
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Tanggal 23/12/21 sebesar Rp. 135.000.000,-
Tanggal 11/1/22 sebesar Rp. 100.000.000,-
Tanggal 12/1/22 sebesar Rp. 35.000.000,-
Tanggal 14/2/22 sebesar Rp. 65.000.000,-

i. Sejumlah uang Milik Novan sebesar Rp. 20.000.000,- (Dua puluh juta
Rupiah) yang ditranfer ke rekening milik tergugat pada waktu tanggal

sebagai berikut :
Tanggal : 20/12/21 sebesar Rp. 20.000.000,-

j- Sejumlah uang Milik Manager sebesar Rp. 120.000.000,- (seratus Dua
puluh juta Rupiah) yang ditranfer ke rekening milik tergugat pada waktu

tanggal sebagai berikut :

Tanggal 25/1/22 sebesar Rp. 150.000.000,- — Rp. 30.000.000,- = Rp.
120.000.000,-

k. Sejumlah uang Milik Rivai Muchlis sebesar Rp. 750.000.000,- (Tujuh
Ratus lima puluh juta Rupiah) yang ditranfer ke rekening milik tergugat

pada waktu tanggal sebagai berikut :
Tanggal 10/10/21 sebesar Rp. 250.000.000,-
Tanggal 25/10/21 sebesar Rp. 250.000.000,-
Tanggal 6/11/21 sebesar Rp. 250.000.000,-

I. Sejumlah uang Milik Anindya lestari sebesar Rp. 2.000.000.000,- (dua
milyar rupiah) yang ditranfer ke rekening milik tergugat pada waktu

tanggal sebagai berikut :

Tanggal 9/Des/21 sebesar Rp. 200.000.000,-
Tanggal 9/12/21 sebesar Rp. 200.000.000,-
Tanggal 9/12/21 sebesar Rp. 300.000.000,-
Tanggal 10/12/21 sebesar Rp. 1.300.000.000,-

m.Sejumlah uang Milik Aizen sebesar Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh
juta rupiah) yang ditranfer ke rekening milik tergugat pada waktu tanggal

sebagai berikut :
Tanggal 18/2/22 sebesar Rp. 35.000.000,-
Tanggal 18/2/22 sebesar Rp. 35.000.000,-

Tanggal 17/2/22 sebesar Rp. 40.000.000,-
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Tanggal 17/2/22 sebesar Rp. 40.000.000,-

n. Sejumlah uang Milik Om Pria sebesar Rp. 350.000.000,- (Tiga ratus lima
puluh juta Rupiah) yang ditranfer ke rekening milik tergugat pada waktu

tanggal sebagai berikut :

Tanggal 24/2/21 sebesar Rp. 200.000.000,-
Tanggal 1/3/21 sebesar Rp. 100.000.000,-
Tanggal 4/3/21 sebesar Rp. 50.000.000,-

9. Bahwa selama penggugat menjadi investor tergugat, tergugat tidak
memberikan keuntungan terhadap penggugat sebagaimana yang

diperjanjikan diwaktu awal mengajak kerjasama kepada penggugat;

10. Bahwa selama penggugat menjadi investor tergugat, tergugat telah
menyalahgunakan kepercayaan penggugat. Yang mana uang Yyang
penggugat kirimkan terhadap tergugat, telah dipergunakan tergugat untuk
kepentingan pribadi tergugat;

11. Bahwa selama penggugat menjadi investor tergugat, tergugat seringkali
melakukan rangkaian kebohongan, yang mana kebohongan tergugat

tersebut diantaranya sebagai berikut:

a. Dalam komunikasi chat via sosial media whatsapp, tergugat meminta
penggugat agar mengirimkan sejumlah uang kepada tergugat sebesar
Rp. 110.000.000,- (seratus sepuluh juta rupiah) untuk pembayaran
konveksi. Penggugat pun akhirnya mengirimkan sejumlah uang tersebut
kepada tergugat. Setelah uang tersebut diterima oleh tergugat,
penggugat meminta bukti transfer dari tergugat atas pembayaran
terhadap konveksi yang dimaksud, dan tergugat pun mengirimkan bukti
transfer pembayaran terhadap pihak konveksi kepada penggugat.
Namun, setelah penggugat menyelidiki, ternyata, bukti transfer yang
tergugat kirimkan kepada penggugat atas hama TB. RIZAB ARI KURNIA
adalah bukan pihak konveksi, melainkan pihak investor yang tidak

diketahui oleh penggugat. (Bukti P-9)

b. Dalam komunikasi chat via sosial media whatsapp, tergugat
menyampaikan kepada penggugat bahwa tergugat telah mendapatkan
pesanan dari seorang konsumen yang bernama SARNAH dan meminta
penggugat agar mengirimkan sejumlah uang kepada tergugat untuk
melunasi pembelanjaan atas pesanan saudara SARNAH terhadap pihak

konveksi. Karena iming-iming tergugat tersebut penggugat mengirimkan
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sejumlah uang kepada tergugat, Namun ternyata, setelah diselidiki,
tergugat tidak pernah mendapatkan pesanan dari seorang konsumen
yang bernama sarnah tersebut dan ternyata, seorang konsumen yang
bernama SARNAH tersebut adalah kakak iparnya tergugat. (Bukti P-10)

c. Dalam komunikasi chat via sosial media whatsapp, tergugat meminta
penggugat agar mengirimkan sejumlah uang kepada tergugat sebesar
Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) untuk pembayaran
konveksi terhadap seorang yang bernama DENISA ANIPERTALA.
Penggugat pun akhirnya mengirimkan sejumlah uang tersebut kepada
tergugat. Setelah uang tersebut diterima oleh tergugat, penggugat
meminta bukti transfer dari tergugat atas pembayaran terhadap konveksi
yang dimaksud, dan tergugat pun mengirimkan bukti transfer
pembayaran terhadap pihak konveksi kepada penggugat. Namun,
setelah penggugat menyelidiki, ternyata, bukti transfer yang tergugat
kirimkan kepada penggugat atas nama DENISA ANIPERTALA adalah
bukan pihak konveksi, melainkan pihak investor yang tidak diketahui oleh

penggugat (Bukti P-11)

d. Dalam komunikasi chat via sosial media whatsapp, tergugat meminta
penggugat agar mengirimkan sejumlah uang kepada tergugat sebesar
Rp. 65.000.000,- (Enam Puluh Lima Juta Rupiah) untuk pembayaran
konveksi yang bernama YUDI ISKANDAR. Penggugat pun akhirnya
mengirimkan sejumlah uang tersebut kepada tergugat. Setelah uang
tersebut diterima oleh tergugat, penggugat meminta bukti transfer dari
tergugat atas pembayaran terhadap konveksi yang dimaksud, dan
tergugat pun mengirimkan bukti transfer pembayaran terhadap pihak
konveksi kepada penggugat. Namun, setelah penggugat menyelidiki,
ternyata, bukti transfer yang tergugat kirimkan kepada penggugat atas
nama YUDI ISKANDAR adalah bukan pihak konveksi, melainkan pihak
investor yang tidak diketahui oleh penggugat. (Bukti P-12)

12. Bahwa penggugat baru mengetahui dan menyadari tindakan tergugat yang
telah menyalahgunakan kepercayaan penggugat tersebut, tergugat terbukti

telah beberapa kali melakukan rangkaian kebohongan kepada penggugat;

13. Bahwa untuk menghindari kerugian atas tindakan kebohongan tergugat,
penggugat dan tergugat bersama-sama membuat perjanjian untuk
pengembalian uang yang telah diterima oleh tergugat tersebut. Berdasarkan
Pernyataan Perjanjian yang dibuat pada tanggal 14 Mei 2022 oleh dan

antara Penggugat dengan Tergugat, Tergugat mengakui telah menerima
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sejumlah uang dari penggugat dan siap bertanggung jawab untuk

mengembalikan uang yang telah diterimanya dari penggugat;

14. Bahwa setelah tergugat membuat surat pernyataan dalam sebuah
perjanjian, tergugat melakukan rangkaian kebohongan kembali terhadap
penggugat dengan memberikan keterangan yang tidak dapat
dipertanggungjawabkan secara hukum diantaranya penggugat beralasan
bahwa dirinya terkena tipu pihak lain dan terhipnotis pihak lain serta
tersangkut hutang kepada pihak rentenir sebesar Rp. 1.000.000.000 (Satu
Milyar Rupiah);

15. Bahwa tergugat selalu menghindar dari penggugat ketika diminta

pertanggung jawaban oleh penggugat;

16. Bahwa tergugat telah menyatakan siap bertanggungjawab mengembalikan
uang yang telah diterimanya dari penggugat, namun hingga saat gugatan ini

diajukan, tergugat tetap tidak memenuhi pernyataannya tersebut;

17. Bahwa penggugat telah seringkali menghubungi tergugat dan keluarga
tergugat melalui panggilan telephone dan chating sosial media whatsapp
serta datang langsung ke rumah tergugat, akan tetapi hingga gugatan ini
diajukan, tergugat tidak ada upaya i'tikad baiknya kepada penggugat.

18. Bahwa penggugat telah melakukan penagihan dan meminta pengembalian
uang modal kepada tergugat, akan tetapi tergugat dengan sengaja
melalaikan dengan tidak dapat ditemuinya di rumah tergugat dan/atau
rumah orang tua tergugat hingga sekarang dengan tetap tidak

mengembalikan uang modal yang diterimanya dari penggugat;

19. Bahwa oleh karena tergugat tidak mengembalikan uang modal yang telah
diterimanya dari penggugat, maka atas hal itu patut menurut hukum,
tergugat telah nyata melakukan perbuatan melawan hukum sebagaimana
disebutkan dalam Pasal 1362 KUHPerdata;

20. Bahwa sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1267 KUHPerdata
menyebutkan “Pihak yang terhadapnya perikatan tidak dipenuhi, dapat
memilih, memaksa pihak yang lain untuk memenuhi persetujuan, jika hal itu
masih dapat dilakukan, atau menuntut pembatalan persetujuan, dengan

penggantian biaya, kerugian dan bunga”;

21. Bahwa oleh karena tergugat tidak pernah melaksanakan kewajibannya
tersebut, penggugat telah seringkali menegur tergugat untuk segera

melaksanakan kewajibannya tersebut yang antara lain beberapa Kkali
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menegur secara lisan melalui telepon seluler dan sosial media whatsapp

serta teguran tertulis melalui surat somasi / teguran hukum; (Bukti P-13)

22. Bahwa ternyata teguran lisan dan teguran secara tertulis yang telah
penggugat sampaikan tersebut juga tidak pernah diindahkan oleh tergugat,
sehingga dengan demikian maka tergugat dengan i'tikad tidak baiknya telah
berusaha menghindari kewajibannya kepada penggugat. Terlebih lagi,
belakangan ini tergugat telah berusaha untuk menghindari penggugat
dengan tidak dapat lagi dihubunginya oleh penggugat baik melalui telepon
seluler maupun di tempat kediamannya. Sehingga dengan demikian, maka
tergugat dengan itikad tidak baiknya telah nyata berusaha kabur untuk
menghindari kewajibannya mengembalikan uang yang telah diterimanya
dari penggugat;

23. Bahwa dengan tidak dikembalikannya uang tersebut kepada penggugat,
maka telah mengakibatkan kerugian bagi penggugat, yaitu berupa kerugian

materiil dan imatriil, dengan rincian sebagai berikut:
a. Kerugian Materiil :

Adalah kerugian yang sangat nyata diderita oleh penggugat yaitu
sejumlah uang sebesar Rp. 6.424.826.382 (Enam Milyar Empat Ratus
Dua Puluh Empat Juta Delapan Ratus Dua Puluh Enam Ribu Tiga Ratus
Delapan Puluh Dua Rupiah) yang tidak dikembalikannya uang modal
yang diinvestasikan terhadap usaha tergugat, kewajiban pembayaran
tergugat atas objek sengketa yaitu sebesar Rp. 6.424.826.382 (Enam
Milyar Empat Ratus Dua Puluh Empat Juta Delapan Ratus Dua Puluh
Enam Ribu Tiga Ratus Delapan Puluh Dua Rupiah) ditambah biaya yang
harus dikeluarkan untuk operasional penagihan dan jasa pengacara yang
semuanya berjumlah tidak kurang dari Rp. 100.000.000,- (seratus juta
rupiah). Sehingga total keseluruhan kerugian Materiil sebesar Rp.
6.524.826.382 (Enam Milyar Lima Ratus Dua Puluh Empat Juta Delapan
Ratus Dua Puluh Enam Ribu Tiga Ratus Delapan Puluh Dua Rupiah);

b. Kerugian Imateriil :

Adalah kerugian yang sangat nyata yang diderita penggugat oleh karena
perbuatan tergugat tersebut mengakibatkan Penggugat mengalami
penggantian pembayaran terhadap rekan pengusaha, yaitu berupa :
Empat kavling tanah darat dengan Total luas seluas 420 meter persegi x
Rp. 700.000,- /meter persegi = Rp. 294.000.000,- (dua ratus sembilan

puluh empat juta rupiah), Satu kebun seluas 125 meter persegi X Rp.
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350.000,- /meter persegi = Rp. 430.750.000,- (empat ratus tiga puluh
juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), Satu unit mobil honda jazz
seharga Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) dan membuat

citra buruk penggugat dimata para rekan pengusaha.

Hilangnya rasa kepercayaan diri dan nama baik penggugat dihadapan
para rekan pengusaha, kerugian waktu, tenaga dan pikiran yang tidak
dapat berfikir tenang serta konsentrasi dalam pekerjaan. Maka sudah
sewajarnya sebagai pengganti kerugian bathin untuk mengembalikan
rasa kepercayaan diri dan nama baik penggugat dimata rekan
pengusaha serta kerugian waktu, tenaga dan pikiran yang tidak dapat
berfikir tenang serta konsentrasi dalam pekerjaan sehingga produktivitas
menurun, yang semuanya itu menurut hukum dapat dimintakan
penggantian dalam bentuk uang tunai sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu

milyar rupiah);

Sehingga total keseluruhan kerugian imateriil yang diderita oleh
penggugat sebesar Rp. 1.874.750.000 (Satu Milyar Delapan Ratus Tujuh
Puluh Empat Juta Tujuh Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah).

24. Bahwa terhadap perbuatan melawan hukum yang telah dilakukan oleh
tergugat tersebut dan untuk menjaga kepentingan hukum penggugat, maka
dengan ini penggugat memohon agar yang mulia majelis hakim Pengadilan
Negeri Pandeglang menyatakan bahwa tergugat telah melakukan

perbuatan melawan hukum;

25. Bahwa terhadap perbuatan melawan hukum yang telah dilakukan oleh
tergugat tersebut dan untuk menjaga kepentingan hukum penggugat, maka
dengan ini penggugat memohon agar yang mulia majelis hakim Pengadilan
Negeri Pandeglang memerintahkan para turut tergugat agar menerangkan
aliran dana yang terdapat pada rekening milik tergugat terhadap pihak lain
selain penggugat dari tahun 2020 hingga bulan juli tahun 2022 dan
melakukan blokir terhadap 2 (dua) buku rekening atas nama ASTRI
HEMAYANTI

26. Bahwa agar gugatan ini tidak illusoir, kabur dan tidak bernilai, dan demi
menghindari usaha tergugat untuk mengalihkan objek sengketa kepada
pihak dan ataupun hal lain, maka berdasarkan Pasal 1239 KUHPerdata,
Penggugat mohon agar dapat diletakkan sita jaminan (Conservatoir Beslag)
terhadap uang rupiah sebesar Rp. 6.424.826.382 (Enam Milyar Empat
Ratus Dua Puluh Empat Juta Delapan Ratus Dua Puluh Enam Ribu Tiga

Halaman 12 dari 32 Putusan Perdata Gugatan Nomor 12/Pdt.G/2022/PN Pdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas

pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 12



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ratus Delapan Puluh Dua Rupiah) dan 2 (dua) buku rekening milik tergugat
atas nama ASTRI HERMAYANTI dari Tergugat;

27. Bahwa untuk menjamin pelaksanaan putusan, maka wajar jika Penggugat
mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Pandeglang atau Yang Mulia
Majelis Hakim yang menangani dan memeriksa perkara ini untuk
menetapkan uang paksa (dwangsom) sebesar Rp. 5.000.000 (lima juta
rupiah) perhari yang harus dibayarkan oleh tergugat untuk setiap kelalaian
tergugat apabila lalai dalam melaksanakan putusan ini terhitung sejak

putusan telah berkekuatan hukum tetap (inkrah);

28. Bahwa oleh karena gugatan ini didasarkan atas bukti-bukti yang kuat, maka
Penggugat mohon agar Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Negeri
Pandeglang menyatakan bahwa putusan dalam perkara ini dapat dijalankan
terlebih dahulu (uit voerbaar bij vooraad) meskipun ada upaya banding,

kasasi, maupun verzet dari Tergugat;

Berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan datas, maka Penggugat mohon
kepada yang mulia majelis hakim Pengadilan Negeri Pandeglang yang
memeriksa dan mengadili perkara ini agar berkenan untuk memberikan putusan

sebagai berikut:
DALAM PETITUM
PRIMAIR:

1. Mengabulkan Gugatan Perbuatan Melawan Hukum Penggugat untuk

seluruhnya;

2. Menyatakan sah dan berharga semua alat bukti yang diajukan Penggugat

dalam perkara ini;

3. Menyatakan bahwa penggugat adalah seorang investor yang telah

melakukan investasi permodalan terhadap tergugat;
4. Menyatakan bahwa Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum;

5. Menyatakan bahwa tergugat telah terbukti melakukan rangkaian

kebohongan kepada penggugat;

6. Menyatakan bahwa tergugat telah terbukti melakukan iming-iming terhadap
penggugat;

7. Menghukum Tergugat untuk mengembalikan sejumlah uang investasi yang

telah diterima dari Penggugat selaku investor sebesar Rp. 6.424.826.382
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(Enam Milyar Empat Ratus Dua Puluh Empat Juta Delapan Ratus Dua
Puluh Enam Ribu Tiga Ratus Delapan Puluh Dua Rupiah);

8. Memerintahkan kepada Para Turut Tergugat untuk melakukan blokir
terhadap masing-masing nasabahnya yaitu terhadap rekening milik tergugat

sebagai berikut:
a. Bank Central Asia (BCA)

Nomor Rekening  : 4930528728

Atas nama :ASTRI HERMAYANTI
b. Bank Mandiri

Nomor Rekening  : 1820000207886

Atas nama :ASTRI HERMAYANTI;

9. Meletakan sita jaminan atas sejumlah uang yang diterima tergugat dari
penggugat sebesar Rp. 6.424.826.382 (Enam Milyar Empat Ratus Dua
Puluh Empat Juta Delapan Ratus Dua Puluh Enam Ribu Tiga Ratus
Delapan Puluh Dua Rupiah);

10. Meletakan sita jaminan terhadap 2 (dua) buku rekening milik tergugat, yaitu

sebagai berikut:
a. Bank Central Asia (BCA)
Nomor Rekening  : 4930528728
Atas nama : ASTRI HERMAYANTI
b. Bank Mandiri
Nomor Rekening  : 1820000207886
Atas nama : ASTRI HERMAYANTI

11.Menyatakan sah dan berharga Sita Jaminan (Conservatoir Beslag) yang
diletakan atas sejumlah uang yang diterima tergugat dari penggugat
sebesar Rp. 6.424.826.382 (Enam Milyar Empat Ratus Dua Puluh Empat
Juta Delapan Ratus Dua Puluh Enam Ribu Tiga Ratus Delapan Puluh Dua
Rupiah) dan 2 (dua) Buku Rekening milik Tergugat yaitu sebagai berikut:

a. Bank Central Asia (BCA)
Nomor Rekening : 4930528728
Atas nama :ASTRI HERMAYANTI

b. Bank Mandiri
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Nomor Rekening 1820000207886
Atas nama : ASTRI HERMAYANTI

12.Menghukum Tergugat untuk melaksanakan Pembayaran atas kerugian
materiil yang dialami oleh Penggugat yaitu sebesar Rp. 6.424.826.382
(Enam Milyar Empat Ratus Dua Puluh Empat Juta Delapan Ratus Dua
Puluh Enam Ribu Tiga Ratus Delapan Puluh Dua Rupiah) ditambah biaya
yang telah dikeluarkan untuk membiayai operasional penagihan dan jasa
pengacara yang semuanya berjumlah tidak kurang dari Rp.
100.000.000,- (seratus juta rupiah). Sehingga total keseluruhan kerugian
Materiil sebesar Rp. 6.524.826.382 (Enam Milyar Lima Ratus Dua Puluh
Empat Juta Delapan Ratus Dua Puluh Enam Ribu Tiga Ratus Delapan
Puluh Dua Rupiah);

13.Menghukum Tergugat untuk membayar kerugian imateriil yang diderita
oleh Penggugat atas Perbuatan Melawan Hukum Tergugat tersebut yang
mengakibatkan Penggugat mengalami penggantian pembayaran
terhadap para rekan pengusaha, yaitu berupa : Empat kavling tanah
darat dengan Total luas seluas 420 meter persegi x Rp. 700.000,- /meter
persegi = Rp. 294.000.000,- (dua ratus sembilan puluh empat juta
rupiah), Satu kebun seluas 125 meter persegi x Rp. 350.000,- /meter
persegi = Rp. 430.750.000,- (empat ratus tiga puluh juta tujuh ratus lima
puluh ribu rupiah), Satu unit mobil honda jazz seharga Rp. 150.000.000,-

(seratus lima puluh juta rupiah).

Dan membayar kerugian bathin dan kerugian waktu, tenaga serta pikiran
yang telah mengakibatkan Penggugat tidak dapat berfikir tenang dan
konsentrasi dalam pekerjaan sehingga produktivitas menurun, yang
semuanya itu menurut hukum dapat dimintakan penggantian dalam

bentuk uang tunai yaitu sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah)

Dengan total keseluruhan kerugian imateriil yang diderita oleh penggugat
sebesar Rp. 1.874.750.000 (Satu Milyar Delapan Ratus Tujuh Puluh
Empat Juta Tujuh Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah).

14.Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (dwangsom) sebesar
Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) setiap hari apabila Tergugat lalai
melaksanakan isi putusan perkara ini terhitung sejak putusan
berkekuatan hukum tetap;

15. Membebankan biaya perkara ini kepada Tergugat;
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16. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu (uit voerbaar bij

vooraad) meskipun ada perlawanan banding, kasasi, maupun verzet;
SUBSIDAIR:

Apabila Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pandeglang yang
memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang

seadil-adilnya (Ex Aequo Et Bono).

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk
Penggugat hadir Kuasanya FAISAL NIKMATULLAH, S.H. dan MAMAN, S.H.;
untuk Tergugat tidak hadir di persidangan juga tidak menyuruh orang lain
sebagai wakilnya yang sah, walaupun telah dipanggil secara sah dan patut
sebagaimana tertera dalam Relaas Panggilan Nomor: 12/Pdt.G/2022/PN Pdl.
tanggal 02 Agustus 2022, yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri
Pandeglang yang bernama R. Dudi Darmaji; untuk Turut Tergugat | tidak hadir di
persidangan juga tidak menyuruh orang lain sebagai wakilnya yang sah,
walaupun telah dipanggil secara sah dan patut sebagaimana tertera dalam
Relaas Panggilan Nomor: 12/Pdt.G/2022/PN PdI. tanggal 04 Agustus 2022,
melalui Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang dibuat oleh Jurusita Pengganti
yang bernama AGUS SURIYAWAN, S.H; dan untuk Turut Tergugat Il tidak hadir
di persidangan juga tidak menyuruh orang lain sebagai wakilnya yang sah,
walaupun telah dipanggil secara sah dan patut sebagaimana tertera dalam
Relaas Panggilan Nomor: 12/Pdt.G/2022/PN PdIl. tanggal 09 Agustus 2022,
melalui Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang dibuat oleh Jurusita Pengganti
yang bernama MUKHANAN, S.H;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Berita Acara Sidang bahwa Para
Tergugat tidak hadir pada waktu yang telah ditentukan yaitu:

- pada hari Selasa tanggal 16 Agustus 2022;
- pada hari Selasa tanggal 30 Agustus 2022; dan
- pada hari Selasa tanggal 13 September 2022;

Menimbang, bahwa setelah Majelis meneliti Relas Panggilan terhadap
Tergugat, dapat diperoleh fakta bahwa yang melakukan pemanggilan adalah
Juru Sita Pengadilan Negeri Pandeglang yang bernama R. Dudi Darmaji, S.H.
dengan bentuk panggilan secara tertulis oleh karena Tergugat tidak berada
ditempat maka panggilan disampaikan kepada Kepala Desa Bama, Kecamatan
Pagelaran, Kabupaten Pandeglang, hal ini dibuktikan dengan ditandatanganinya
Relaas Panggilan oleh Kepala Desa tersebut. Kemudian, mengenai jarak waktu

pemanggilan dengan hari sidang telah dilakukan sesuai dengan ketentuan
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Pasal 122 HIR bahwa kepada Tergugat sudah dilakukan pemanggilan 3 (tiga)
hari kerja sebelum hari sidang, yaitu:
- pada sidang Selasa tanggal 16 Agustus 2022, dilakukan pemanggilan pada
Selasa, tanggal 2 Agustus 2022;
- pada sidang Selasa, tanggal 30 Agustus 2022, dilakukan pemanggilan pada
Kamis, tanggal 18 Agustus 2022; dan
- pada sidang Selasa tanggal 13 September 2022, dilakukan pemanggilan
pada Rabu, tanggal 31 Agustus 2022;
Menimbang, bahwa setelah Majelis meneliti Relas Panggilan terhadap
Turut Tergugat I, dapat diperoleh fakta bahwa yang melakukan pemanggilan
adalah Juru Sita Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang bernama AGUS
SURIYAWAN, S.H dengan bentuk panggilan secara tertulis diterima oleh Brigita
selaku staf pada Bank BCA, hal ini dibuktikan dengan ditandatanganinya Relas
Panggilan tersebut. Kemudian, mengenai jarak waktu pemanggilan dengan hari
sidang telah dilakukan sesuai dengan ketentuan Pasal 122 HIR bahwa kepada
Turut Tergugat | sudah dilakukan pemanggilan 3 (tiga) hari kerja sebelum hari
sidang, yaitu:
- pada sidang Selasa tanggal 16 Agustus 2022, dilakukan pemanggilan pada
Kamis tanggal 4 Agustus 2022;
- pada sidang Selasa tanggal 30 Agustus 2022, dilakukan pemanggilan pada
Selasa tanggal 22 Agustus 2022; dan
- pada sidang Selasa tanggal 13 September 2022, dilakukan pemanggilan
pada Jumat tanggal 2 September 2022;
Menimbang, bahwa setelah Majelis meneliti Relas Panggilan terhadap
Turut Tergugat Il dapat diperoleh fakta bahwa yang melakukan pemanggilan
adalah Juru Sita Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang bernama
MUKHANAN, S.H. dengan bentuk panggilan secara tertulis diterima oleh Affandi
selaku pegawai pada kantor tersebut, hal ini dibuktikan dengan
ditandatanganinya Relas Panggilan tersebut. Kemudian, mengenai jarak waktu
pemanggilan dengan hari sidang telah dilakukan sesuai dengan ketentuan
Pasal 122 HIR bahwa kepada Turut Tergugat Il sudah dilakukan pemanggilan 3
(tiga) hari kerja sebelum hari sidang, yaitu:
- sidang Selasa tanggal 16 Agustus 2022, dilakukan pemanggilan pada
Selasa tanggal 9 Agustus 2022;
- pada sidang Selasa tanggal 30 Agustus 2022, dilakukan pemanggilan pada
Senin tanggal 22 Agustus 2022; dan
- pada sidang Selasa tanggal 13 September 2022, dilakukan pemanggilan

pada Rabu tanggal 7 September 2022;
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Dengan demikian, Majelis berpendapat bahwa kepada Para Tergugat

telah dipanggil secara sah dan patut;

Menimbang, bahwa karena Para Tergugat tidak hadir ke persidangan,
maka Majelis Hakim tidak dapat mengupayakan perdamaian diantara para pihak
melalui mediasi. Oleh karenanya, sidang dilanjutkan dengan membacakan surat
gugatan tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya penggugat
telah mengajukan foto copy bukti surat yang telah dibubuhi materai dan telah

disesuaikan dengan aslinya sebagai berikut:

1. Fotocopy Print out bukti transfer melalui Aplikasi Brimo terhadap rekening
Bank Mandiri milik Tergugat dengan nomor rekening 1820000207886
sebesar Rp. 208.880.000,- (dua ratus delapan juta delapan ratus delapan
puluh ribu rupiah), selanjutnya diberi tanda bukti P-1;

2. Fotocopy Print out bukti transfer melalui Aplikasi Flip terhadap rekening
Bank Mandiri milik Tergugat dengan nomor rekening 1820000207886 dan
rekening BCA milik Tergugat dengan nomor rekening 4930528728 sebesar
Rp. 531.312.382,- (Lima ratus tiga puluh satu juta tiga ratus dua belas ribu
tiga ratus delapan puluh dua rupiah), selanjutnya diberi tanda bukti P-2;

3. Fotocopy Print out bukti transfer melalui Aplikasi BCA mobile terhadap
rekening BCA milik Tergugat dengan nomor rekening 4930528728 sebesar
Rp. 1.323. 200.000,- (Satu milyar tiga ratus dua puluh tiga juta dua ratus
ribu rupiah), selanjutnya diberi tanda bukti P-3;

4.  Fotocopy Print out bukti transfer melalui Aplikasi Livin by Mandiri terhadap
rekening Bank Mandiri milik Tergugat dengan nomor 1820000207886
sebesar Rp. 3.761.434.000,- (Tiga milyar tujuh ratus enam puluh satu
empat ratus tiga puluh empat ribu rupiah), selanjutnya diberi tanda bukti P-
4;

5. Fotocopy transfer manual melalui Bank BCA pada tanggal 26 November
2021 terhadap rekening Bank Mandiri milik tergugat dengan nomor
rekening 1820000207886 sebesar Rp. 100.000.000 (Seratus Juta Rupiah),
selanjutnya diberi tanda bukti P-5;

6. Fotocopy Slip Bank sebagai alat bukti transfer manual yaitu pemindah
bukuan manual dari rekening BCA milik Penggugat kepada rekening BCA
milik Tergugat melalui Bank BCA pada tanggal 26 November 2021 dengan
nomor rekening 4930528728 sebesar Rp. 200.000.000 (Dua Ratus Juta
Rupiah), selanjutnya diberi tanda bukti P-6;
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7. Fotocopy Surat Pernyataan Perjanjian Tergugat terhadap Penggugat yang
dibuat oleh Tergugat bahwa Tergugat mengakui dan menyatakan siap
bertanggung jawab untuk mengembalikan uang yang telah diterimanya
dari Penggugat dengan jumlah total keseluruhan sebesar Rp.
5.420.000.000,- (Lima milyar empat ratus dua puluh juta rupiah),
selanjutnya diberi tanda bukti P-7;

8. Fotocopy Print out screen shoot chating social media whatsapp antara
Penggugat dengan Tergugat yang isinya merupakan percakapan antara
Penggugat dengan Tergugat, selanjutnya diberi tanda bukti P-8;

9. Fotocopy Print out screen shoot chating social media whatsapp antara
Penggugat dengan Tergugat yaitu komunikasi yang isinya merupakan
percakapan antara Penggugat dengan Tergugat, selanjutnya diberi tanda
bukti P-9;

10. Fotocopy Print out screen shoot chating social media whatsapp antara
Penggugat dengan Tergugat yang isinya merupakan percakapan antara
Penggugat dengan Tergugat, selanjutnya diberi tanda bukti P-10;

11. Fotocopy Print out screen shoot chating social media whatsapp antara
Penggugat dengan Tergugat yang isinya merupakan percakapan antara
Penggugat dengan Tergugat, selanjutnya diberi tanda bukti P-11;

12. Fotocopy Print out screen shoot chating social media whatsapp antara
Penggugat dengan Tergugat yang isinya merupakan percakapan antara
Penggugat dengan Tergugat dan Surat Somasi, selanjutnya diberi tanda
bukti P-12;

13. Fotocopy Print Out rekening koran Bank BCA milik Penggugat atas nama
Rizka Nurviana, selanjutnya diberi tanda bukti P-13;

14. Print Out rekening koran Bank BRI milik Penggugat atas nama Rizka
Nurviana, selanjutnya diberi tanda bukti P-14;

15. Print Out rekening koran Bank Mandiri milik Penggugat atas nama Rizka
Nurviana, selanjutnya diberi tanda bukti P-15;

16. Slip Bank manual transfer dari Bank BCA terhadap rekening Tergugat atas

nama Astri Hermayanti, selanjutnya diberi tanda bukti P-16;

Seluruh fotokopi bukti surat tersebut bermeterai cukup, dan telah dicocokan
sesuai dengan aslinya, kecuali bukti P-1 sampai dengan P-6, P-8 sampai

dengan P-13 dan P-16 berupa fotokopi dari fotokopi tanpa diperlihatkan aslinya;

Menimbang bahwa selain mengajukan bukti surat, Penggugat di
persidangan mengajukan 3 (tiga) orang saksi yang memberi keterangan

dibawah sumpah, memberi keterangan pada pokoknya:
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1. Saksi MARISA, memberi keterangan pada pokoknya:

- Saksi kenal dengan Tergugat dan Penggugat dan tidak memiliki
hubungan sedarah, semenda, ataupun pekerjaan dengan keduanya;

- Bahwa permasalahan antara Penggugat dan Tergugat adalah masalah
investasi dan tidak tahu di bidang apa yang saya tahu hanya Tergugat
pernah transaksi uang dari orang lain termasuk Penggugat melalui
rekening Bank pribadi saya;

- Bahwa kurang lebih sejak tahun 2021 sampai dengan 2022 terjadi
transaksi transfer uang dari Tergugat ke rekening Penggugat,
menggunakan rekening saksi;

- Bahwa nilai keseluruhan transfer jika dijumlah ada sekitar kurang lebih
Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah);

- Bahwa semua uang yang di transfer diserahkan seluruhnya kepada
Tergugat;

- Bahwa Tergugat itu tidak pernah bilang akan ada uang masuk dan saksi
mengetahuinya setelah adanya uang masuk seperti pernah ada uang
masuk sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) sampai saksi
kaget karena biasanya hanya Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah),
Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dan Rp18.000.000,00 (delapan
belas juta rupiah) dan pernah Tergugat sekitar kurang lebih 1 (satu) jam
Tergugat menghubungi saksi memberitahukan bahwa ada uang masuk
sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) yang kemudian
menyuruh saksi untuk mengambilnya;

- Bahwa untuk transaksi Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) saksi
mendapat bagian sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dan
untuk transaksi yang lainnya biasanya Rp. 20.000,00 (dua puluh ribu
rupiah) sampai Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah) untuk sekali
transaksi;

- Bahwa saksi mendapat informasi dari orang-orang sekitar saksi, bahwa
Tergugat telah banyak menipu orang dan sepengetahuan saksi, Tergugat
saat ini ada di Polda Banten;

- Bahwa Tergugat jarang ada di rumah sehingga saksi tidak tahu aktifitas

sehari harinya Tergugat dan Tergugat tinggalnya berpindah-pindah;

- Bahwa sepengetahuan saksi, Tergugat mempunyai usaha konveksi atau

butik/toko baju yang terletak di pinggir jalan Raya
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- Bahwa saksi pernah diajari Tergugat, apabila ada yang menelepon saksi
menanyakan barang, agar saksi mengatakan bahwa ada masalah dalam

pengiriman;

- Bahwa saksi tidak mengetahui uang yang di transfer melalui rekening
saksi untuk apa, tetapi Tergugat pernah Tergugat mengajak saksi untuk
menemani membeli emas Batangan seberat 2 (dua) gram sampai 10

(sepuluh) gram;

2. Saksi HERWAN HERMAWAN, memberi keterangan pada pokoknya:

- Saksi kenal dengan Tergugat dan Penggugat dan tidak memiliki
hubungan sedarah, semenda, ataupun pekerjaan dengan keduanya;

- Bahwa saksi dihadirkan di persidangan karena masalah hutang;

- Bahwa saksi mengetahui ada uang Tergugat yang ditransfer melalui
rekening istri saksi, yaitu Sdri. Marisa (saksi ke-1), yang kemudian uang
tersebut diambil oleh Sdri. Marisa untuk diberikan kepada Tergugat;

- Bahwa saksi tidak mengetahui dari siapa uang tersebut;

- Bahwa sepengetahuan saksi, uang tersebut untuk bisnis butik milik
Tergugat;

- Bahwa jumlah keseluruhan uang yang di transfer melalui rekening istri
saksi kurang lebih sekitar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah);

- Bahwa saksi belum pernah bertanya kepada Sdri. Marisa atau Tergugat,
kenapa harus menggunakan rekening Sdri. Marisa, sehingga saksi tidak
mengetahui alasan Tergugat melakukan hal itu;

- Bahwa sepengetahuan saksi, Tergugat memiliki bisnis berjualan kain dan
butik dan uang yang di transfer itu untuk bisnis Tergugat;

- Bahwa saksi baru mengetahui, Tergugat tidak dapat mengembalikan
uang yang di transfer melalui rekening istri saksi yang katanya investasi;

- Bahwa yang menjadi korban Tergugat di kampung banyak, termasuk istri
saksi yang sudah menginvestasikan uang sejumlah Rp15.000.000,00
(lima belas juta rupiah) dan sampai dengan sekarang tidak kembali
uangnya;

- Bahwa Tergugat saat ini ada di Polda Banten;

3. Saksi RIDHO NURYANI, memberi keterangan pada pokoknya:

- Saksi kenal dengan Tergugat dan Penggugat;

- Bahwa permasalahan antara Penggugat dan Tergugat, yaitu adanya
bisnis investasi berupa barang baju grosiran, Penggugat sebagai investor

dan Tergugat sebagai pengelola;
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- Bahwa bisnis investasi tersebut, tidak dibuat perjanjian secara tertulis,
hanya lisan saja;

- Bahwa saksi tidak mengetahui berapa banyak yang sudah diinvestasikan
ke Tergugat;

- Bahwa Tergugat menjanjikan, investor akan mendapatkan uang sebesar
10% (sepuluh) persen dari modal dengan jangka waktu sebulan;

- Bahwa saksi juga sudah menginvestasikan uang kepada Tergugat
sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);

- Bahwa baru 1 (satu) kali di bulan pertama saksi sudah mendapatkan
uang sebesar Rpl1.000.000,00 (satu juta rupiah) yang merupakan
keuntungannya saja bukan kembali modal;

- Bahwa saat itu saksi masih ingin melanjutkan investasinya, sehingga
saksi tidak menarik modal saksi dari Tergugat dan sampai saat ini belum
dikembalikan;

- Bahwa saat saksi dihadirkan ke persidangan, saksi baru mengetahui
banyak orang yang menginvestasikan uangnya ke Tergugat;

- Bahwa awalnya saksi percaya, karena saksi pernah transaksi di toko
Tergugat;

- Bahwa saksi pernah menjadi saksi dan turut menandatangani surat
pernyataan yang dibuat oleh Tergugat, yang isinya Tergugat
menyanggupi membayar rincian uang yang tertera di surat pernyataan
tersebut dan meminta uang 1 (satu) minggu untuk menyelesaikannya;

- Bahwa Tergugat saat ini sedang di proses di Polda Banten;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam
berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap
telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal
yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah
sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa oleh karena pada hari sidang pertama Para
Tergugat tidak hadir di persidangan maka Majelis Hakim mengundurkan sidang
dengan perintah Para Tergugat dipanggil lagi;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Berita Acara Sidang bahwa Para
Tergugat tidak hadir pada waktu yang telah ditentukan yaitu:

- pada hari Selasa tanggal 16 Agustus 2022;

- pada hari Selasa tanggal 30 Agustus 2022; dan
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- pada hari Selasa tanggal 13 September 2022;
menimbang, bahwa pembahasan mengenai ketidakhadiran Para Tergugat, telah
dijelaskan pada awal putusan;

Menimbang, bahwa HIR mengatur apabila Tergugat tidak hadir pada
siding pertama, maka perkara diputus secara verstek, namun menurut Majelis
Hakim untuk melindungi kepentingan Tergugat, namun Majelis Hakim
berpendapat bahwa pengunduran sidang dengan pemanggilan dilakukan 3
(tiga) kali merupakan sebagai batas toleransi pengunduran sidang yang dapat
dibenarkan oleh hukum dan moral;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Tergugat sudah dipanggil 3 (tiga)
kali dan Para Tergugat tidak hadir juga maka Majelis Hakim akan menjatuhkan
Putusan Verstek;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 125 ayat (1) HIR yang berbunyi:
“Jika tergugat, meskipun dipanggil dengan sah, tidak datang pada hari yang
ditentukan, dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya, maka
tuntutan itu diterima dengan keputusan tanpa kehadiran (verstek), kecuali kalau
nyata bagi pengadilan negeri bahwa tuntutan itu melawan hak atau tiada
beralasan”;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan putusan verstek diperlukan
syarat-syarat sebagai berikut:

1. Tergugat tidak datang pada hari yang telah ditentukan;

2. Tergugat tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya;
3. Tergugat telah dipanggil dengan sah dan patut;

4. Gugatan tersebut tidak melawan hak dan beralasan;

Menimbang, bahwa syarat-syarat tersebut di atas bersifat kumulatif
artinya dalam waktu yang sama semua syarat harus dipenuhi;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Berita Acara Sidang bahwa Para
Tergugat tidak hadir pada waktu yang telah ditentukan yaitu:

- pada hari Selasa tanggal 16 Agustus 2022;

- pada hari Selasa tanggal 30 Agustus 2022; dan

- pada hari Selasa tanggal 13 September 2022;

bahwa dengan mengambil alih pertimbangan sebagaimana tersebut diatas,
Majelis Hakim berpendapat bahwa kepada Para Tergugat telah dipanggil secara
sah dan patut;

Menimbang, bahwa oleh karena terhadap Para Tergugat sudah
dilakukan pemanggilan sebanyak 3 (tiga) kali dan Para Tergugat tidak hadir
pada waktu yang telah disebut di atas maka Majelis berpendapat bahwa syarat

pertama sudah terpenubhi;
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Menimbang, bahwa sesuai dengan Berita Acara Sidang Para Tergugat
juga tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya dan Para Tergugat
juga tidak ada memberikan alasan yang sah atas ketidakhadirannya maka
Majelis berpendapat bahwa syarat kedua sudah terpenuhi;

Menimbang, bahwa untuk mempertimbangkan syarat ketiga maka
Majelis akan memperhatikan, meneliti dan memeriksa Relaas Panggilan kepada
Para Tergugat;

Menimbang, bahwa yang diartikan telah dipanggil secara sah dan patut
harus memenuhi hal-hal sebagai berikut:

a. berdasarkan Pasal 388 ayat (1) HIR yang melaksanakan pemanggilan
adalah juru sita Pengadilan Negeri;

b. bentuknya dengan surat panggilan secara tertulis;

c. berdasarkan Pasal 390 ayat (1) HIR disebutkan bahwa cara pemanggilan
yang sah dilakukan dengan cara disampaikan kepada pihak yang
bersangkutan atau keluarganya di tempat tinggalnya apabila pihak yang
dipanggil diketahui tempat tinggalnya namun apabila pihak yang
bersangkutan dan keluarganya tidak diketemukan maka disampaikan
kepada kepala desa;

d. berdasarkan 122 HIR bahwa jarak waktu pemanggilan dengan hari sidang
adalah sekurang-kurangnya 3 hari kerja;

Menimbang, bahwa mengenai syarat keempat yaitu gugatan tersebut
tidak melawan hak dan beralasan maka Majelis Hakim akan
mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat bahwa untuk
mengetahui gugatan tidak melawan hak dan beralasan harus dibuktikan terlebih
dahulu mengenai kebenaran dalil gugatannya, oleh karena itu Penggugat harus
dapat membuktikan dalil gugatannya. Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil
gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti tertulis yang diberi tanda
P-1 sampai dengan P-16 dan juga saksi-saksi yang didengar keterangannya
dibawah sumpah berjumlah 3 (tiga) orang;

Menimbang, bahwa sesuai dalil pokok gugatan Para Penggugat
bahwa Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum yang telah
melakukan serangkaian kebohongan dan tidak mengembalikan sejumlah dana
yang diinvestasikan oleh Penggugat kepada Tergugat;

Menimbang, bahwa selanjutnya yang menjadi pokok perkara dalam
gugatan Penggugat adalah mengenai hubungan hukum antara Penggugat dan
Tergugat? Apakah Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum
kepada Penggugat?;
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Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi dihubungkan
dengan bukti surat bertanda P-7 berupa Surat Pernyataan Perjanjian yang
dibuat oleh Tergugat, yang pada pokoknya menyatakan bahwa Tergugat
mengakui dan menyatakan siap bertanggung jawab untuk mengembalikan uang
yang telah diterimanya dari Penggugat dengan jumlah total keseluruhan
sebesar Rp5.420.000.000,00 (Lima milyar empat ratus dua puluh juta rupiah)
dimana surat pernyataan tersebut telah ditandatangani oleh Tergugat, serta
dibenarkan dengan keterangan saksi Ill, Majelis Hakim menilai bahwa
Penggugat dan Tergugat memiliki hubungan yaitu Penggugat sebagai pemberi
modal dan Tergugat sebagai penerima modal. Bahwa lebih jauh mengenai
bagaimana perhitungan pemberian modal dan berapa jumlah modal yang
diberikan Penggugat kepada Tergugat, Majelis Hakim menilai memerlukan
pembuktian lebih jauh;

Menimbang, bahwa pokok permasalahan selanjutnya adalah
mengenai perbuatan melawan hukum. Bahwa perbuatan melawan hukum diatur
dalam Pasal 1365 KUHPerdata, yang berbunyi “Tiap perbuatan yang melanggar
hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang
menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk mengganti kerugian
tersebut” sehingga untuk dapat dikatakan telah melakukan perbuatan melawan
hukum, setidaknya harus memenuhi unsur-unsur:

1) adanya perbuatan melawan hukum;

2) adanya kerugian;

3) adanya kesalahan;

4) adanya hubungan kausal antara perbuatan melawan hukum tersebut
dengan kerugian.

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan perbuatan melawan
hukum yang dimaksud dalam perkara ini adalah adanya perbuatan Tergugat
yang telah memberikan iming-iming keuntungan kepada Penggugat sehngga
Penggugat menetorkan modal Penggugat dan modal orang lain melalui
Penggugat kepada Tergugat, namun Ternyata Tergugat melakukan kebohongan
sehingga modal yang telah disetorkan tersebut tidak Tergugat kembalikan
kepada Penggugat. Atas hal tersebut, Majelis Hakim memiliki pertimbangan
bahwa pengertian perbuatan melawan hukum adalah adanya perbuatan yang
bertentangan dengan hak subyektif seseorang (het subjectief recht) atau
bertentangan dengan kewajiban hukum pelaku (in srijd is met des daders
rechts-plicht) atau bertentangan dengan kesusilaan (tegen de goede zeden)
atau bertentangan dengan tujuan moral dan lalu lintas pergaulan masyarakat

(wat indruisch tegen de eischen van de moraal of het maatschappelijk verkeer).
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Bahwa berdasar posita angka 11 yang menyatakan bahwa “.......... tergugat
seringkali  melakukan  rangkaian  kebohongan......... " hingga tidak
mengembalikan uang modal yang telah diserahkan Penggugat kepada
Tergugat, dimana hal tersebut menurut Majelis Hakim telah terbukti berdasarkan
keterangan Saksi-Saksi yang juga menjadi korban kebohongan Tergugat
dihubungkan dengan bukti surat terutama bukti surat bertanda P-7. Kebohongan
yang Tergugat lakukan ini merupakan suatu perbuatan yang dilarang
berdasarkan tujuan moral dan lalu lintas pegaullan masyarakat. Akibat dari
Tergugat yang telah melakukan kebohongan-kebohongan dan tidak
mengembalikan uang modal Penggugat, mengakibatkan Penggugat mengalami
kerugian, sehingga tampak adanya hubungan antara kesalahan Tergugat
dengan kerugian yang dialami Penggugat, maka terjadi hubungan kausalitas,
atau hubungan sebab akibat. Berrdasarkan pertimbangan-pertimbangan
tersebut, Majelis Hakim menilai bahwa Tergugat telah terbukti melakukan
perbuatan melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan
tersebut di atas, maka Majelis berpendapat bahwa Penggugat telah dapat
membuktikan dalil pokok gugatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat dapat membuktikan dalil
pokok gugatannya maka Majelis berpendapat bahwa gugatan yang diajukan
oleh Penggugat tidak melawan hak dan beralasan;

Menimbang, bahwa oleh karena kesemua syarat sudah terpenuhi
maka Majelis Hakim menjatuhkan Putusan Verstek;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat dapat membuktikan dalil
pokok gugatannya, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan
petitum-petitum yang diajukan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa Petitum Penggugat angka 1 yang meminta untuk
mengabulkan gugatan perbuatan melawan hukum untuk seluruhnya, hal
tersebut baru dapat diputuskan setelah Majelis mempertimbangkan petitum-
petitum yang lainnya, oleh karena itu Majelis akan menunda pertimbangan
petitum ini dan akan mempertimbangkan kembali setelah petitum-petitum yang
lainnya dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa mengenai Petitum Penggugat ke-2 yang
memohon kepada Majelis Hakim untuk menyatakan sah dan berharga semua
alat bukti yang diajukan Penggugat dalam perkara ini. Bahwa pernyataan
mengenai sah dan berharga alat bukti, merupakan bagian dari pembuktian di

persidangan, seharusnya bukan sesuatu hal yang diminta dalam petitum;
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Menimbang, bahwa atas pertimbangan sebagaimana tersebut diatas,
maka Majelis menilai petitum ke-2 sangatlah beralasan untuk ditolak;

Menimbang, bahwa mengenai Petitum Penggugat ke-3 yang
memohon kepada Majelis Hakim untuk menyatakan bahwa penggugat adalah
seorang investor yang telah melakukan investasi permodalan terhadap tergugat.
Bahwa keterangan mengenai investasi permodalan antara Penggugat dan
Tergugat tidak dituangkan didalam sebuah perjanjian atau kesepakatan. Namun
demikian, Penggugat di persidangan telah mengajukan bukti bertanda P-7
berupa pernyataan mengenai kesanggupan Tergugat untuk melakukan
pengembalian modal sejumlah Rp5.420.000.000,00 (lima milyar empat ratus
dua puluh juta rupiah) dari Tergugat kepada Penggugat. Bahwa bukti surat
tersebut telah dibenarkan oleh keterangan saksi ke-3 RIDHO NURYANI yang
turut menandatangani sebagai saksi, serta melihat Tergugat sendiri yang
menulis surat pernyataan tersebut bahkan turut menandatanganinya;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati bukti surat
bertanda P-7, Majelis Hakim menilai bahwa telah ada penyerahan sejumlah
modal dari Penggugat kepada Tergugat, oleh karenanya Majelis Hakim menilai
dengan adanya penyerahan modal dari Penggugat kepada Tergugat, dapat
disimpulkan Penggugat sebagai pemberi modal dan Tergugat sebagai penerima
modal;

Menimbang, bahwa atas pertimbangan sebagaimana tersebut diatas,
maka Majelis menilai petitum ke-3 beralasan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa mengenai Petitum Penggugat ke-4 yang
menyatakan memohon kepada Majelis Hakim untuk menyatakan bahwa
Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum dan petitum ke-4 ini
senada dengan petitum ke-5 yaitu memohon kepada Majelis Hakim untuk
menyatakan bahwa tergugat telah terbukti melakukan rangkaian kebohongan
kepada penggugat, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkannya
bersamaan. Bahwa dengan mengambil alih pertimbangan pokok gugatan
tentang apakah Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum kepada
Penggugat, dimana pokok gugatan tersebut telah dinyatakan bukti, maka
Majelis Hakim menilai Tergugat telah melakukan perbuatan Melawan hukum,
oleh karenanya Majelis Hakim menilai petitum ke-4 dan ke-5 sangatlah
beralasan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa mengenai Petitum Penggugat ke-6 Penggugat
yang memohon kepada Majelis Hakim untuk menyatakan bahwa Tergugat telah
terbukti melakukan iming-iming terhadap Penggugat. Bahwa Petitum ke 6

merupakan bagian dari petitum ke 4 dan ke 5, oleh karena petitum ke 4 dan ke
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5 dikabulkan maka Petitum ke 6 sudah masuk pengertian di petitum ke 4
yang telah dinyatakan dikabulkan;

Menimbang, bahwa mengenai Petitum ke-7 Penggugat yang
memohon kepada Majelis Hakim untuk menghukum Tergugat untuk
mengembalikan sejumlah uang investasi yang telah diterima dari Penggugat
selaku investor sebesar Rp6.424.826.382,00 (Enam Milyar Empat Ratus Dua
Puluh Empat Juta Delapan Ratus Dua Puluh Enam Ribu Tiga Ratus Delapan
Puluh Dua Rupiah). Bahwa berdasar bukti surat bertanda P-7, bukti penyertaan
modal yang diserahkan Penggugat kepada Tergugat adalah sebesar Rp
5.420.000.000,00 (Lima milyar empat ratus dua puluh juta rupiah), dimana bukti
surat tersebut merupakan pengakuan dari Tergugat, yang ditandatangani baik
oleh Tergugat maupun Penggugat dengan disaksikan beberapa orang Saksi;

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim berdasarkan tanggal
pembuatan bukti surat bertanda P-7 sebagaimana telah dipertimbangkan di
atas, yaitu tanggal 14 Mei 2022, bukti surat bertanda P-7 tersebut telah cukup
untuk memastikan jumlah sebenarnya uang yang belum dikembalikan oleh
Tergugat kepada Penggugat atas uang yang telah diterima Tergugat dari
Penggugat melalui transaksi perbankan yang dibuktikan dengan bukti surat
bertanda P-1, P-2, P-3, P-4, P-5, P-6, P-13, P-14, P-15 dan P-16, hal ini karena
seluruh transaksi perbankan dimaksud terjadi sebelum tanggal 14 Mei 2022;

Menimbang, bahwa berdasar posita angka 7 menyatakan bahwa
“uang yang telah Penggugat kirimkan kepada tergugat tersebut berjumlah
sebesar Rp6.424.826.382,00 (Enam Milyar Empat Ratus Dua Puluh Empat Juta
Delapan Ratus Dua Puluh Enam Ribu Tiga Ratus Delapan Puluh Dua Rupiah)
..." jika dihubungkan dengan bukti surat bertanda P-7 terdapat selisih sejumlah
Rp882.826.382,00 (delapan ratus delapan puluh dua juta delapan ratus dua
puluh enam ribu tiga ratus delapan puluh dua rupiah). Atas selisih tersebut,
Majelis Hakim memiliki pertimbangan bahwa sepanjang hubungan hukum
antara Penggugat dan Tergugat dalam kurun waktu 21 Juli 2020 (vide bukti P-1)
sampai dengan perkara ini diajukan di persidangan, Majelis Hakim menilai telah
ada perbuatan hukum lainnya, sehingga dengan mengacu pada bukti surat
bertanda P-7, maka Majelis Hakim memperbaiki petitum angka 7 ini, dengan
mengacu pada bukti surat bertanda P-7, sehingga menjadi “menghukum
Tergugat untuk mengembalikan sejumlah uang investasi yang telah diterima dari
Penggugat selaku investor sebesar Rp5.420.000.000,00 (Lima milyar empat
ratus dua puluh juta rupiah) dengan demikian atas pertimbangan tersebut,
Majelis Hakim menilai petitum ke-7 sangatlah beralasan untuk dikabulkan

dengan perbaikan amar petitum,;
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Menimbang, bahwa mengenai Petitum Penggugat ke-8 yang
memohon kepada Majelis Hakim untuk “memerintahkan kepada Para Turut
Tergugat untuk melakukan blokir terhadap masing-masing nasabahnya yaitu
terhadap rekening milik tergugat sebagai berikut............ dst’. Bahwa
permohonan blokir terhadap rekening pada bank, erat kaitannya dengan sita
jaminan dan sita eksekusi, oleh karenanya pertimbangan mengenai hal tersebut
akan dipertimbangkan bersamaan dengan petitum angka 9, angka 10, dan
angka 11;

Menimbang, bahwa petitum angka 9, angka 10, dan angka 11
merupakan petitum mengenai sita jaminan. Bahwa ada dua macam sita
jaminan, yaitu sita jaminan terhadap barang milik tergugat (conservatoir beslag)
dan sita jaminan terhadap barang milik penggugat (revindicatoir beslag)
sebagaimana diatur dalam Pasal 227 HIR dan Pasal 226 HIR. Bahwa sita
dilakukan untuk menjamin tuntutan atau kepentingan Penggugat apabila
Tergugat tidak bersedia dieksekusi secara sukarela. Bahwa permohonan sita
jaminan dilakukan atas perintah Majelis Hakim sebelum atau selama proses
pemeriksaan berlangsung, selanjutnya Majelis Hakim membuat surat penetapan
penyitaan untuk dilaksanakan penyitaan oleh Juru Sita/Panitera Pengadilan
Negeri dengan dua orang pegawai pengadilan sebagai saksi;

Bahwa yang menjadi objek permohonan sita dalam perkara a quo
adalah permohonan blokir atas rekening milik tergugat yaitu: Nomor Rekening
4930528728, atas nama ASTRI HERMAYANTI (Tergugat) pada Bank BCA, dan
Nomor Rekening 1820000207886 atas nama ASTRI HERMAYANTI (Tergugat)
pada Bank Mandiri. Bahwa terhadap rekening tersebut, belum pernah diajukan
permohonan sita, sehingga Majelis Hakim belum mengeluarkan penetapan sita,
atas pertimbangan tersebut, Majelis Hakim menilai petitum ke-8 ke-9, 10 dan
11 sangatlah beralasan untuk ditolak;

Menimbang, bahwa mengenai Petitum Penggugat angka ke-12 dan
ke-13 pada pokoknya mengenai permintaan ganti kerugian materiil dan
immaterial, sehingga Majelis Hakim akan mempertimbangkan secara
bersamaan. Bahwa permohonan ganti kerugian materiil dan immaterial
Penggugat tidak disertai dengan jelas perinciannya serta bukti-bukti yang cukup
maka Pengadilan Negeri menolak permohonan ganti kerugian tersebut (Vide
Putusan Mahkamah Agung No. 908 K/PDT/1991 tanggal 27 September 1994).
Dengan demikian atas pertimbangan tersebut, Majelis Hakim menilai petitum
ke-12 dan 13 sangatlah beralasan untuk ditolak;

Menimbang, bahwa mengenai Petitum Penggugat ke-14 Penggugat

yang memohon kepada Majelis Hakim untuk menghukum Tergugat untuk
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membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah)
setiap hari apabila Tergugat lalai melaksanakan isi putusan perkara ini terhitung
sejak putusan berkekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa uang paksa (dwangsom) adalah suatu lembaga
yang tidak diatur secara khusus dalam HIR maupun RBg;

Menimbang, bahwa berdasarkan Reglemen Acara Perdata
(Reglement op de Rechtsverordering) S. 1847 — 52 Jo0.1849 — 63 Pasal 606a
menyebutkan sebagai berikut “sepanjang suatu keputusan Hakim mengandung
hukuman untuk untuk sesuatu yang lain daripada membayar sejumlah uang ,
maka dapat ditentukan, bahwa sepanjang atau setiap kali terhukum tidak
memenuhi hukuman tersebut, olehnya harus diserahkan sejumlah uang yang
besarnya ditetapkan dalam keputusan Hakim, uang tersebut dinamakan uang
paksa”;

Menimbang, bahwa disebutkan dalam Rangkuman Yurisprudensi
Mahkamah Agung Republik Indonesia cetakan Kedua tahun 1993, hal 374, yang
menyatakan bahwa “uang paksa tidak berlaku terhadap tindakan untuk
membayar sejumlah uang”. Bahwa Penggugat dalam petitumnya meminta
Tergugat untuk mengembalikan sejumlah uang modal yang telah diberikan
Penggugat kepada Tergugat;

Menimbang, bahwa atas pertimbangan tersebut oleh karena yang
dimintakan pengembalian adalah sejumlah uang, maka Majelis Hakim menilai
petitum ke-14 sangatlah beralasan untuk ditolak;

Menimbang, bahwa mengenai Petitum Penggugat ke-15 yaitu
mengenai Penggugat yang memohon kepada Majelis Hakim untuk
membebankan biaya perkara ini kepada Tergugat. Menimbang bahwa pokok
gugatan Pengugat dikabulkan, maka Tergugat berada pada pihak yang kalah,
oleh karenanya Tergugat dihukum untuk membayar biaya perkara. Bahwa atas
pertimbangan tersebut, Majelis Hakim menilai petitum ke-15 sangatlah
beralasan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa mengenai Petitum Penggugat ke-16 Penggugat
yang memohon kepada Majelis Hakim untuk menyatakan putusan ini dapat
dijalankan terlebih dahulu (uit voerbaar bij vooraad) meskipun ada perlawanan
banding, kasasi, maupun verzet;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan putusan uitvoerbaard bij
voraad atau juga dikenal dengan putusan serta merta, Majelis Hakim akan
mempertimbangkan dengan mendasarkan pada SEMA Nomor 3 Tahun 2000
tentang Putusan Serta Merta yang menerangkan bahwa, putusan serta merta

hanya boleh dilakukan terhadap:
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Gugatan disasarkan pada bukti yang tidak dibantah;
Gugatan hutang piutang yang tidak dibantabh;

Gugatan sewa menyewa yang telah habis masa waktunya;

How N e

Gugatan pembagian harta perkawinan yang putusan perceraian telah
berkekuatan hukum tetap;

5. Gugatan provisionil yang memenuhi Pasal 332 RV;

6. Gugatan yang berdasar pada putusan yang telah berkekuatan hukum tetap;
7. Gugatan sengketa mengenai Bezitrecht/ Hukum Benda;

Bahwa selanjutnya dalam berdasar hal tersebut, gugatan pokok dalam perkara
a quo bukan termasuk yang diatur dalam SEMA tersebut, sehingga tidak dapat
dilakukan putusan serta merta. Bahwa atas pertimbangan tersebut, Majelis
Hakim menilai petitum ke-16 sangatlah beralasan untuk ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti yang diajukan oleh Penggugat
selain yang telah Majelis Hakim pertimbangnkan sebagaimana tersebut diatas
dianggap tidak relevan dan dikesampingkan;

Menimbang, bahwa hanya petitum ke-3, petitum ke-4, petitum ke-5,
petitum ke-6 dan petitum ke-7 yang dikabulkan oleh karenanya untuk menjawab
petitum ke 1 maka Majelis menilai bahwa gugatan Penggugat dikabulkan
sebagian dan ditolak selain dan selebihnya;

Memperhatikan Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata,
Pasal 122 HIR, Pasal 125 HIR, dan peraturan-peraturan lain yang
bersangkutan;

MENGADILI
Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian secara verstek;
2. Menyatakan bahwa penggugat adalah seorang investor yang telah
melakukan investasi permodalan terhadap Tergugat;
Menyatakan bahwa Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum;
Menghukum Tergugat untuk mengembalikan sejumlah uang investasi yang
telah diterima dari Penggugat selaku investor sejumlah Rp5.420.000.000,00
(Lima milyar empat ratus dua puluh juta rupiah);
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara
ini sejumlah Rp1.805.000,00 (satu juta delapan ratus lima ribu);

6. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim
Pengadilan Negeri Pandeglang, pada hari Senin tanggal 14 November 2022,
oleh kami, Agung Darmawan, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Dhitya
Kusumaning Prawarni, S.H., M.H. dan Eva Khoerizgiah, S.H. masing-masing
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sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua
Pengadilan Negeri Pandeglang Nomor 12/Pdt.G/2022/PN Pdl tanggal 4 Oktober
2022, putusan tersebut pada hari Selasa, tanggal 15 November 2022
diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan
dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Sagitarina Novianty, S.H., Panitera

Pengganti dan kuasa Penggugat, tanpa dihadiri Para Tergugat;

Hakim Anggota, Hakim Ketua,

Dhitya Kusumaning P., S.H., M.H. Agung Darmawan, S.H., M.H.

Eva Khoerizqiah, S.H.

Panitera Pengganti,

Sagitarina Novianty, S.H.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran .........cccccceeeeeennns : Rp 30.000,00;
2. ATK oo : Rp 75.000,00;
3. Panggilan .........cccoeeiiiiiiinnnn. : Rp 1. 650.000,00;
4. PNBP ..o : Rp 30.000,00;
5. Materai ........ooccvieeiiiiiiiiiis : Rp 10.000,00;
6. Redaksi .....ccccoovvveeiiiieeeiii, : Rp 10.000,00;
Jumlah : Rp 1.805.000,00;

(satu juta delapan ratus lima ribu rupiah)
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